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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5.1

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan PP 46 sangat berdampak pada ketiga usaha online shop. Namun

dampaknya ada yang positif dan negatif. Berdasarkan jawaban dari wawancara yang

dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

2.

Semua pemilik online shop mengetahui tentang PP 46

Semua pemilik online shop telah menerapkan penghitungan dengan
menggunakan tarif PP 46

Semua pemilik online shop merasakan adanya kemudahan dalam hal
penghitungan pajak, walaupun Ignecia Shop dan DD Store lebih
diberatkan dalam hal tersebut.

Ignecia Shop dan DD Store lebih berat dalam hal pembayaran pajak
dengan diberlakukannya PP 46, tetapi untuk JEN Shop lebih diuntungkan
dalam hal pembayaran pajaknya.

Pengaruh yang dirasakan dengan penerapan PP 46 tersebut dirasa sangat
signifikan bagi Ignecia Shop dan DD Store karena mereka diwajibkan untuk
membayar pajak lebih besar, sedangkan untuk JEN Shop cukup signifikan
dalam hal pembayaran pajaknya yang lebih kecil.

Pihak Ignecia Shop berencana untuk melakukan merger dengan usaha lain
yang sejenis dengan harapan akan meningkatkan omzetnya sehingga dapat
kembali menikmati tarif pasal 17. Pihak DD Store berencana untuk

menambah unit-unit usahanya agar dapat meningkatkan omzet usaha
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

R7

sehingga dapat kembali menggunakan tarif pasal 17. Untuk JEN Shop
lebih cenderung untuk tetap dalam range tarif PP 46 karena sudah merasa
diuntungkan olehnya.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh para pemilik online shop
dirasa sudah dapat menjawab permasalahan yang dihadapi

Secara umum diberlakukan PP 46 dari pemerintah kepada pengusaha
besar atau kecil bertujuan baik, karena tidak diperlukan untuk melakukan
akuntansi pembukuan yang mungkin merepotkan karena penerapan pajak
hanya fokus kepada omzet atau penjualannya saja. Hanya saja mereka
yang merasa lebih berat dengan adanya PP 46 cenderung untuk meminta

peninjauan kembali terhadap peraturan yang telah dibuat.

5.2 Saran
Pihak Ignecia Shop :

1. Setuju dengan langkah Ignecia untuk melakukan merger, tetapi disarankan
untuk terlebih dahulu mengetahui kinerja dari bidang usaha yang akan
diajak untuk merger.

2. Sebelum terealisasinya omzet minimum untuk mendapatkan tarif pasal 17,
disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap biaya-biaya
yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha dengan melakukan
penghematan biaya.

3. Disarankan untuk pihak pembungkusan dan pengiriman dilebur menjadi
satu bagian sehingga dapat melakukan penghematan biaya.

4. Disarankan agar setiap bagian dalam usaha terpusat kepada pimpinan agar

dapat bertanggung jawab secara langsung.
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

AR

Pihak DD Store

1. Sebelum melakukan penambahan unit usaha sebaiknya dilakukan analisa
terlebih dahulu apakah unit usaha yang akan dilakukan akan berdampak
positif bagi usaha atau tidak.

2. Disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap biaya-biaya
yang dikeluarkan untuk dapat melakukan penghematan biaya yang kurang
perlu.

3. Menambah jumlah unit usaha yang akan dilakukan agar pencapaian omzet
minimal dapat tercapai lebih cepat.

Pihak JEN Shop

1. Disarankan mengendalikan tingkat penjualan agar tidak melebihi batas
atas omzet PP 46.

2. Dapat juga menambah unit usaha untuk meningkatkn laba selama omzet
masih dalam range PP 46.

Pemerintah

1. Disarankan sebaiknya diadakan peninjauan kembali untuk peraturan PP 46
karena kebanyakan usaha hulu akan terkena imbas dalam hal kewajiban
bayar pajak, khususnya untuk usaha yang baru berjalan atau merintis,
misalnya dengan cara menurunkan tingkat persentase tarif pajak PP 46

agar tidak memberatkan kepada pengusaha yang lemah atau kecil.
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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Lampiran 1 Hasil wawancara dengan para pemilik online shop

Wawancara dilakukan secara personal secara langsung dengan masing-
masing pemilik dari online shop. Sebelum dimulainya wawancara, penulis
sebelumnya telah melakukan perkenalan dan maksud dari penelitian.

Informan :

Ignecia Shop : Melakukan wawancara dengan Bapak Brilliant Hendro
DD Store : Melakukan wawancara dengan Bapak Surya David

JEN Shop  : Melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Gus

Ignecia Shop
1. Apakah bapak pernah mendengar tentang PP 467

- Tentu saja, itu merupakan peraturan yang terbaru tentang pajak
penghasilan dimana pembayaran pajaknya menjadi 1% dari omzet.
2. Kalau sudah, apakah bapak sudah merapkannya dalam usaha?
- Ya, sejak bulan Juli 2013 lalu kami sudah menerapkannya.
3. Apa pendapat bapak tentang penerapan PP 46 dari pemerintah?

- Sebenarnya baik karena mempermudah dalam hal penghitungannya
karena langsung dari omzet. Tetapi untuk usaha kami ini, kami justru
lebih besar untuk membayar pajak sejak diterapkannya PP 46 tersebut.

4. Bagimana dengan pada saat ketika masih diberlakukannya tarif pasal 17?

- Saya rasa lebih baik masih menggunakan tarif pasal 17 karena dengan
pasal tersebut jumlah pajak yang kami bayarkan jauh lebih ringan. Untuk
masalah pembukuan tidak masalah karena dengan atau tidak adanya PP
46 kami tetap mengadakan pembukuan.

5. Apakah pengaruh yang yang terjadi tersebut dirasa signifikan bagi usaha

yang bapak jalankan?
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untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- Ya, sangat signifikan sekali karena jumlah pajak yang dibayarkan jauh
lebih besar.
6. Langkah apa saja yang akan ditempuh dengan diterapkannya PP 46 ini?
- Kedepannya, kami akan mulai melakukan merger dengan usaha lain
yang sejenis. Hal tersebut dilakukan dengan harapan akan meningkatkan
omzet sehingga kami dapat kembali menikmati tarif pasal 17.
7. Apakah langkah yang ditempuh tersebut kira-kira dapat menjawab
permasalahan yang dihadapi?
- Sangat bisa sekali karena anggapannya kita seperti menggabungkan
dua kepentingan menjadi satu. Satu kepentingan untuk meningkatkan
omzet sampai jumlah tertentu dan kedua ingin kembali ke pasal 17.
8. Apa harapan kedepannya terhadap PP 46 yang telah diberlakukan?
- Sebaiknya diadakan peninjauan kembali terkait cara penghitungannya,
karena kami selaku supplier hanya mengambil keuntungan yang kecil
dan dengan PP 46 tersebut akan lebih terbebani.

DD Store

1. Apakah bapak pernah mendengar tentang PP 46?
- Ya, peraturan tersebut sudah diberlakukan sejak Juli 2013 kemarin.
2. Kalau sudah, apakah bapak sudah merapkannya dalam usaha?
- Sudah, sejak diberlakukannya tahun kemarin kami sudah
menerapkannya.

3. Apa pendapat bapak tentang penerapan PP 46 dari pemerintah?



- Kami menjadi lebih berat dalam pembayaran pajak dibandingkan
dengan tarif yang lama dan hal tersebut cukup berdampak bagi usaha.
Tetapi disisi lain lebih mudah dalam hal penghitungan pajak.
4. Bagimana dengan pada saat ketika masih diberlakukannya tarif pasal 17?
- Secara pribadi saya lebih prefer menggunakan tarif yang lama, karena
selain lebih meringankan dalam hal pembayaran pajaknya, tarif pasal
17 dirasa lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi para pengusaha.
5. Apakah pengaruh yang yang terjadi tersebut dirasa signifikan bagi usaha
yang bapak jalankan?
- Signifikan sekali.
6. Langkah apa saja yang akan ditempuh dengan diterapkannya PP 46 ini?
- Kami dan feam sudah berencana nanti akan menambah unit-unit usaha
baru, seperti usaha jasa pengiriman dan pembungkusan.
7. Apakah langkah yang ditempuh tersebut kira-kira dapat menjawab
permasalahan yang dihadapi?

- Bisa, karena dengan penambahan unit-unit usaha tersebut omzet kita

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

akan meningkat dan dengan meningkatnya omzet tersebut maka besar
harapakan kami untuk dapat melakukan penghitungan pajak dengan
pasal 17 kembali sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih ringan

dari sekarang.

B

=
= g
Ew
=R
8 &
s
m o~
E &
L1 [
el - !
2
-EE
g &
-3
E £
-
8
= m
= ]
s 3
2
T .=
= =
P a
g:
52
c 3
[5+]
Eﬂ
EE
i
a g
& @
ol
= g
= o
= =
P
m
E.ﬁ
= %
=€
l'tl=
=

8. Apa harapan kedepannya terhadap PP 46 yang telah diberlakukan?

- Peninjauan kembali saja, karena juga kasihan usaha yang baru merintis

apalagi yang mengalami kerugian karena tetap harus membayar pajak.
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JEN Shop

1.

Apakah ibu pernah mendengar tentang PP 46?

- Oh iya, itu adalah pajak penghasilan final 1% dari omzet.

Kalau sudah, apakah ibu sudah merapkannya dalam usaha?

- Sudah, kami sudah menerapkan penghitungan final 1% dari omzet
sejak tahun lalu sesuai dengan peraturan pemerintah itu sendiri.

Apa pendapat ibu tentang penerapan PP 46 dari pemerintah?

- Menurut saya penerapan PP 46 ini baik karena sangat memberikan
kemudahan kepada para wajib pajak dalam melaksanakan
perpajakannya. Sekarang ini banyak sekali usaha-usaha membayar pajak
tidak akurat karena kesulitan dalam melakukan pencatatan.

Bagimana dengan pada saat ketika masih diberlakukannya tarif pasal 17?

- Untuk usaha kami ini, kami merasa lebih diuntungkan karena jumlah
pajak yang dibayarkan lebih kecil daripada saat diterapkannya pasal

17.

. Apakah pengaruh yang yang terjadi tersebut dirasa signifikan bagi usaha

yang bapak jalankan?

- Ya, lumayan, selisih tersebut dapat menambah laba kami

Langkah apa saja yang akan ditempuh dengan diterapkannya PP 46 ini?

- Tidak ada langkah khusus yang diambil, kami hanya tetap berfokus
untuk meningkatkan omzet dan keuntungan penjualan karena kami
sudah diuntungkan dengan penerapan PP 46.

Apakah langkah yang ditempuh tersebut kira-kira dapat menjawab

permasalahan yang dihadapi?



- lya, seperti yang telah saya katakan tadi. Kami akan lebih prefer ke PP
46 daripada pasal 17.
8. Apa harapan kedepannya terhadap PP 46 yang telah diberlakukan?
- Tidak ada saran dari kami, karena kami merasa bahwa penerapan PP
46 ini sudah sangat efisien dan banyak membantu pemilik usaha yang

kesulitan untuk menyelenggarakan pembukuan.

untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan
dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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Lampiran 2 Foto-Foto Dokumentasi
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